‘ MENTMBANG

HENGINGAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KBP.La Dacnid PIUGAT 1T HQaJUX ‘.
LOLOR & 58 T 1972 U=
TELITAG

PEDERTAN TITN KEPADA PEICURUS BADAW PEBAUTU PENYSISIIGGARAAN
PEVDIDIKAY (BP 3) SiiP IEGERI SAVAHAN UNTUK MENGHDMFUN SUMBANG
AW DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUK 1991,

8¢

be

Ce

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Babwa dalam rangka mewujudkan pengembangen pendidiken dan ilmu penge
tahuan bagi murid-murid pada umumnys, khususnya SHP Negeri  Sawahan
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari
Negara maupun dari partisipasi masyarakat ifu sendiri terutama dida~
lamnva Badan Perbantu Penyelenggaraan Pendidilkan ( BP 3 ) 3

Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (Bp3) -

SMP Negeri Sawshan telah mengadakan pertemuan dengsn vara anggotanya/
wali murid pada tanggal 10 Desember 1991 yang dihadiri oleh beberapa

Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengaa aklamasi memutus—

ken untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -

Rp. 5.962.000,~ ( Lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupi-

ah ) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid

sebesar Rp., 15,000, (Lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan un -
tuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan -
Pendidikan (BP 3) SIP Negeri Sawahan untuk menghimpun sumbangan dari
para anggotanya/wali murid sepanjang ussha tersebut betul-betul di-
manfaatkan untuk kepentingan program pendidiken yang diatur dan di-
tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1 &1\4 tentang Pokok~Pokok Pemerintaban di
Daerah 3 N © e 3

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ‘tontang pengumpulan uang dan Barangj
Undang-Undang Nomor 2 Telun 1989 -tentihe Sistem Pendidikan Nasionalj;
Peraturan Pemerintah Republik Indofiesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang-
pelaksanaan pengumpulan sumbangen.



MEMPERHATTKAN

MENETAPKAN

1., Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidik
an dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggzl 9 Pebruari 1978
Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MFK/1978 tentang pu
ngutan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudaya
an Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/104.2,2/
B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri j;

%3, Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudaya
an Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199 [/
104 /B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan penge
lolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(B2 3 ) ;

4. Surat Keteraungan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pen
didikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggel 30 Januari -
1992 Nomor : 211/I04.22/B = 1992,

MEMUTUSKAN

KEFUTUSAN BUP.TI KEFiLi DoBRAE TINGKaT II NGANJUK TENTANG FEMBERI
AN IJIN KEP.D. PENGURUS BasDAN PEMBaNTU PENYELENGG:RasN FENDIDIKAN
(BP 3) SMP NEGERI SAWaHalN UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGaN DART PARA
ANGGOT: NYA Ms LI MURID TaBUN 1991.

Pasal 1

Mewberikan ijin kepada Pengurﬁs Badan Pembantu FPenyelengga
raan Pendidikan (BP 3) SiP Negeri Sawahan untuk menghimpun sum -
bangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rpe 5.962.000,- -
( Lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah ) dengan

ketentuan sebagui berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum-
atuu sumbangan secara tetap ;

be Sumbungan diberikan secary sukarela mufak=t ianps wekinan atau
paksaan ;

Ce Sumbangen tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke-
naikan kelas dan sebagainya ;

de. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah senrang anak resmi dite-
rima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yung ber -
sangkutan ;

€. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggung
an sumbangan harus dilakukan denguan konkrit duan berencana, per
lu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota BP 3 SiP Negeri
Sawahan ;

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dila
kukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan perso

nil sekolah atau murid.



}asal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sum -

angan para wali murid sebagaei anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp.15.000,-

( Lima belas ribu rupiah ) tiap wali murid dengan cara pembsyaran diangsur

6 (enam) kali mulai bulan Januari 1992.

Pasal 3
Penggunzan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapken wuntuk
keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian peng
gunaan sebagai berikut :

2. Pengadaan meubeler 22 meja dan 44 kursi siswa o sin wwasHPe 10320.000,~
b. Pembuztan jalan menuju keruang kelaS cesescesceccccscshile 1.600,000,-
ce Pengadaan Generator komplit dengan lampu ISR (IO . ; P4 1750.000,~
d. Penyertifikatan tanah sekolahan eeeeeccsccsscesccscsseclile 1,000,000,
e. Pengeluaran lainnya S e Y RS e e e e e wieehDe 292.,000,~

Jum l F=h h ..RP. 509620‘000’-

( Lima Jjuta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah ).

‘ Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawzhan sebagaimana pasal 1 diatas, dalam
waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secura tertulis harus me la-—
porkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tercebut kepada
Bupati Kepala Daerah. '

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib amentaati ke-
tontuen-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangun tersebut-
untuk kepentingan lain selain melengkapl sardana program pendidiken SMP Ne~
ceri Sawahan.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu—-waktu dapat meng -

’ awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangon SHP Negeri
Sawahan.
Pasal T
Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetzpkan de

ngen ketentuan ckan diadakan perubzhan seperlunya apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di ¢+ NGANJUK
obap ] 0 10-3-19%

sALINW 3 Keputusan ini disampaikan
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Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur di Surabaya ;

2,.8dr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa
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